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IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA  

PEMBIAYAAN KPR BRISYARIAH IB 

(STUDI KASUS BRISYARIAH KC BANDAR LAMPUNG KEDATON) 

 

ABSTRAK 

 

Oleh : 

ERIN AL KHOERIYAH 

 

Kebutuhan dasar manusia antara lain kebutuhan sandang, pangan dan papan, akan 

tetapi kebutuhan papanlah yang tidak semua orang bisa memenuhinya secara langsung. 

Untuk memnuhi kebutuhan papan seperti rumah membutuhkan dana yang tidak sedikit 

dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu BRI Syariah menawarkan produk 

pembiayaan KPR BRISyariah IB untuk memudahkan nasabahnya dalam memenuhi 

kebutuhan akan huniannya berupa rumah. Pembiayaan KPR BRISyariah IB ini 

menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad murabahah bil wakalah. Namun 

di Bank BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton akad murabahah bil wakalah ini tidak 

dilakukan penyerahan barang secara prinsip kepada bank, atau bisa dikatakan bahwa akad 

wakalah belum selesai tetapi sudah dilanjutkan dengan akan murabahah. Jadi disini pihak 

bank belum memiliki barang tersebut secara prinsip namun akad murabahah sudah 

dilanjutkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang akad murabahah bil wakalah 

pada pembiayaan KPR BRISyariah IB di BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Account Officer (AO), Financing 

Administration, dan nasabah BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton. Sedangkan 

dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi bank BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan KPR 

BRISyariah iB kurang sesuai dengan teori yang ada, seperti hal nya dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah Bil Wakalah yaitu jika bank 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli 

harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena 

itu, terjadi akad wakalah terlebih dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah 

akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pihak 

bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank maka terjadi akad murabahah. 

Akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan KPR BRISyariah IB dimana bank 

mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, namun rumah yang diperjual belikan yang 

seharusnya secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu tetapi disini langsung 

terjadi akad murabahah sebelum rumah tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Dan 

pada saat akad dilakukan, akad wakalah dan akad murabahah dilakukan dalam satu waktu 

di hari yang sama.   

 

Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah Bil Wakalah, KPR BRISyariah IB 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang 

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu 

bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak 

Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah : 278-279). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang terjadi saat ini menyebabkan 

bertambahnya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan 

merupakan salah satu kondisi dimana manusia merasakan ketidakpuasan atas 

dasar tertentu yang sifatnya ada dan terletak dalam tubuh dan kondisi 

manusia.
1
 Kebutuhan manusia beraneka ragam, namun kemampuan untuk 

mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas sedangkan keingininannya 

selalu meningkat.
2
 Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang itu adalah kebutuhan 

manusia akan pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuhnya. Kebutuhan 

pangan adalah kebutuhan makanan yang dimana setiap manusia 

membutuhkannya. Sedangkan kebutuhan papan adalah kebutuhan manusia 

akan tempat tinggal untuk berlindung atau rumah.  

Namun dari ketiga kebutuhan dasar manusia antara kebutuhan sandang, 

pangan dan papan, kebutuhan papanlah yang tidak semua manusia bisa 

memenuhinya secara langsung. Untuk memenuhi kebutuhan papan seperti 

rumah membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. 

Terlebih di zaman seperti sekarang ini, dimana semuanya serba mahal dan 

butuh waktu lama untuk memiliki rumah yang diinginkan oleh setiap manusia 

sebagai tempat untuk berlindung. 

                                                             
1
 Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 215 

2
 Thomas Suyatno et al., Dasar-Dasar Perkreditan, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995), 13 
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Akan tetapi, sekarang banyak cara yang ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan papan seperti rumah, contohnya pembelian rumah secara kredit 

sehingga masyarakat tidak perlu lagi membali material untuk membangun 

rumah atau membutuhkan waktu yang lama untuk membangun rumah. Dan 

karena keinginan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal sangat tinggi 

sehingga pemerintah juga mengeluarkan program rumah subsidi. Program 

rumah subsidi ini disalurkan pemerintah melalui lembaga keuangan 

konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Kemudian dunia perbankan 

pun menawarkan jasa kredit bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, 

karena di masa sekarang ini bisnis perumahan dirasa cukup baik karena 

mendorong orang-orang untuk memiliki rumah. 

Kredit dalam bahasa latin disebut “credere” yang artinya kepercayaan. 

Kepercayaan ini maksudnya kepercayaan pihak bank (kreditor) kepada 

nasabah (debitur), dimana bank percaya kepada nasabah bahwa nasabahnya 

pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, nasabah (debitur) mendapatkan 

kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana yang di pinjam sehingga 

nasabah dapat menggunakan dana tersebut dan dapat mengembalikan dananya 

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah 

pihak. Sesuai jenis bank yang ada di Indonesia, kredit dibagi menjadi dua 

yaitu kredit sebutan bagi bank konvensional (barat) dan pembiayaan sebutan 

bagi bank syariah (Islam).
3
 

                                                             
3
 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 274 
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Sedangkan pengertian pembiayaan adalah: 

Penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
4
 

 

Perbedaan yang mendasar antara kredit yang diberikan oleh bank 

konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah 

terletak pada keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank. Berdasarkan prinsip 

konvensional, bank konvensional memperoleh keuntungan melalui bunga, 

sendangkan berdasarkan prinsip syariah bank syariah memperoleh keuntungan 

melalui imbalan atau bagi hasil. 

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan 

dana yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya sesuai 

dengan hukum islam.
5
 Perbankan syariah juga menawarkan kegiatan jasa-jasa 

layanan perbankan untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi 

kebutuhannya. Perbankan syaraiah kini menyediakan jasa layanan berupa 

produk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah yang dapat 

memudahkan nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan akan huniannya berupa 

rumah.  

Bank BRI Syariah menerbitkan Produk Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah (KPR iB) untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat 

                                                             
4
 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 113-114 

5
 Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syraiah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1 
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berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang 

dibeli dari pengembang (developer). Produk pembiayaan KPR BRISyariah iB 

adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di bank BRISyariah KC 

Bandar Lampung Kedaton yang muncul karena melihat peluang yang ada di 

masyarakat. Masyarakat yang keterbatasan dana untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan primernya yaitu rumah, sehingga pemerintah melakukan kebijakan 

untuk masyarakat yang tidak memiliki rumah yaitu dengan adanya program 

rumah subsidi. Rumah subsidi ini diperuntukkan untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah 

untuk memperoleh rumah. Pemerintah menyalurkan perumahan subsidi 

melalui lembaga keuangan baik itu konvensional maupun syariah.
6
 

Pembiayaan KPR BRISyariah iB yang ada di BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton ini menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan 

akad murabahah bil wakalah.
7
 Murabahah Bil Wakalah menurut Fatwa Dewan 

Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jika bank mewakilkan 

kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli 

harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. 

Oleh karena itu, terjadi akad wakalah terlebih dulu sebelum akad murabahah 

karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang 

yang telah dibeli kepada pihak bank , kemudian setelah barang diterima oleh 

                                                             
6
 https:/www.brisyariah.co.id/detailProduk.php?&f=12 diunduh pada 22 November 2019 

7
 Wawancara dengan Bu Neva Fadhilah (Accounting Officer BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton) pada hari Rabu, 07 Agustus 2019 
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pihak bank maka terjadi akad murabahah.
8
 Murabahah bil wakalah adalah 

akad jual beli dengan sistem wakalah, maksudnya dari jual beli ini pihak bank 

mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, jadi akad pertama yang terjadi 

adalah akad wakalah. Akad wakalah ini berakhir ditandai dengan penyerahan 

barang yang telah dibeli oleh nasabah kepada pihak bank, setelah barang 

tersebut dimiliki oleh pihak bank maka pihak bank memberikannya dengan 

akad murabahah kepada nasabah tersebut.
9
 Namun realita yang terjadi pada 

pembiayaan KPR BRISyariah iB berbeda dengan teori yang ada, dimana akad 

murabahah bil wakalah ini tidak dilakukan penyerahan barang secara prinsip 

kepada bank, atau bisa dikatakan bahwa akad wakalah belum selesai tetapi 

sudah dilanjutkan dengan akad murabahah. Jadi disini pihak bank belum 

memiliki barang tersebut secara prinsip namun akad murabahah sudah 

dilanjutkan.
10

 

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan dalam praktek akad 

murabahah bil wakalah dengan teori yang ada. Sehingga menjadi alasan 

penulis dalam melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad 

Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan KPR BRISyariah iB. (Studi 

Kasus BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton)”. 

 

 

                                                             
8
 Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah”. JEBI (Jurnal 

Ekonomi Dan Bisnis Islam). Vol. 1 No. 2, 2018, 164 
9
 Sya‟diyah, Implementasi Akad Murabhah Bil Wakalah Di BRI Syariah KCP Plered 

Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (Cirebon: Institut Agama 

Islam Negeri Syekh Nurjati, 2018) 46 
10

 Wawancara dengan Bu Dyah Ayu Widyanitha (Accounting Officer BRISyariah KC 

Bandar Lampung Kedaton) pada hari Rabu, 07 Agustus 2019 
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B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memberikan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada 

Pembiayaan KPR BRISyariah iB, (Studi Kasus BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton). 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasakan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan dan manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad 

murabahah bil wakalah pada pembiayaan KPR BRISyariah iB studi kasus 

BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran 

penulis dalam mengembangkan teori-teori yang telah didapatkan 

selama mengikuti kuliah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pada umumnya khususnya ekonomi dan bisnis 

islam mengenai system pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada 

pembiayaan KPR BRISyariah iB studi kasus BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton. 
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b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pembaca dan penulis mengenai pelaksanaan akad murabahah bil 

wakalah pada pembiayaan KPR BRISyariah iB studi kasus BRISyariah 

KC Bandar Lampung Kedaton. 

 

D. Penelitian Relevan 

Untuk menghindari duplikasi, penulis melakukan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian lain terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari 

hasil penelitian terdahulu diperoleh beberapa maslah yanng berkaitan  dengan 

mamsalah yang akan diteliti, yaitu: 

1. Ikhsan Dwitama, “Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada KPR 

Muamalat IB Kongsi Bank Muamalat”, Program S1 Manajemen, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Padjajaran Bandung tahun 2016. 

Dalam penelitian ini akad Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan 

kepemilikan rumah (KPR) diterapkan dalam skema kerjasama antara bank 

dengan nasabah dalam melakukan pembelian rumah. Lalu secara bertahap 

bank menjual porsi kepemilikannya kepada nasabah dan nasabah 

membayarnya dengan angsuran. Hasil dari penelitian ini akad Musyarakah 

Mutanaqishah sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI nomor: 

73/DSN-MUI/XI/2008. Namun ada ketidaksesuaian, yaitu pada aspek 

kewajiban pemeliharaan rumah, aspek penghitungan nilai angsuran, dan 

aspek kepemilikan. Akan tetapi pada saat ini praktik tersebut 

diperbolehkan DSN-MUI hingga dikeluarkannya regulasi yang lebih 
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akomodatif.
11

 Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu 

persamaannya terdapat pada pembiayaan KPR yang dilakukan oleh 

penulis. Sedangkan perbedaanya terdapat pada akadnya, dalam penelitian 

yang dilakukan oleh saudara Ikhsan Dwitama akad yang dilakukan pada 

pembiayaan KPR adalah akad Musyarakah Mutanaqishah dan dilakukan di 

Bank Muamalat, sedangkan yang dilakukan oleh penulis pembiayaan KPR 

nya menggunakan akad Murabahah bil wakalah dilakukan di Bank BRI 

Syariah KC Bandar Lamoung Kedaton.  

2. Muhammad Afgari, “Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan KPR 

Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI di BTN Syariah Cabang Harmoni”, 

Program S1 Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2018. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa Implementasi akad jual beli merupakan salah satu 

cara yang ditempuh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Akad bank yang didasarkan  pada akad jual beli adalah 

murabahah, salam, dan istishna. Salah satu skim fikih yang popular 

digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Hasil 

dari penelitian ini adalah mengenai implementasi fatwa DSN-MUI tentang 

murabahah terhadap praktik pembiayaan murabahah pada pembiayaan 

KPR Syariah yang dilaksanakan oleh BTN Syariah cabang Harmoni sudah 

sesuai dan diimplementasikan terutama dalam model pembiayaan 

                                                             
11

 Ikhsan Dwitama, Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada KPR Muamalat IB 

Kongsi Bank Muamalat, (Universitas Padjajaran Bandung: 2016) 
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murabahah bil wakalah dan perlakuan bagi nasabah wanprestasi.
12

 

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu perbedaannya pada penelitian 

saudara Muhammad Afgari membahas mengenai penerapan akad 

murabahah pada pembiayaan KPR Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI 

di BTN syariah cabang harmoni, dimana pada pembiayaan tersebut akad 

murabahahnya sudah sesuai dan diimplementasikan sesuai dengan fatwa 

DSN-MU terutama pada akad murabahah bil wakalahnya. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena pada 

penelitian yang dilakukan oleh penulis akad murabahah bil wakalahnya 

belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

04/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah 

pada pembiayaan KPR yang dilakukan oleh penulis  

3. Anugerah Sahvitri H, “Analisis Pembiayaan KPR Syariah terhadap 

Nasabah Berpenghasilan Rendah (Studi pada Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Bandar Lampung Kedaton)”, Program S1 Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung tahun 2018. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung 

Kedaton merupakan sakah satu bank syariah yang membiayai pembiayaan 

KPR syariah subsidi yang dikenal dengan nama KPR Sejahtera. 

Pembiayaan KPR Sejahtera di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung 

Kedaton menetapkan gaji pokok minimum untuk calon nasabahnya 

                                                             
12

 Muhammad Afgari, Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan KPR Syariah 

Berdasarkan Fatwa DSN MUI di BTN Syariah Cabang Harmoni, (Universitas Muhammadiyah 

Jakarta: 2018) 
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sebesar Rp 2.700.000,- dan nasabah yang tidak berpenghasilan tetap tidak 

diperbolehkan melakukan pembiayaan di bank tersebut. Sedangkan UMP 

(Upah Minimum Pokok) Lampung sebesar Rp 2.074.673,27,- sehingga 

penetapan gaji pokok minimum di Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung Kedaton dirasa memberatkan masyarakat yang berpenghasilan 

rendah. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai implementasi 

pembiayaan KPR Syariah yang ada di Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung Kedaton untuk masyarakat berpenghasilan rendah yaitu dengan 

adanya penetapan minimal penghasilan pemohon. Sedangkan menurut 

perspektif ekonomi syariah implementasi akad KPR Sejahtera BRI Syariah 

iB yang menggunakan akad murabahah bil wakalah di perbolehkan. Akan 

tetapi hasil dari penelitian ini implementasi pembiayaan KPR syariah 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung Kedaton menetapkan minimum penghasilan pemohon sebesar 

RP 2.700.000, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
13

 Berdasarkan penelitian 

tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, yaitu perbedaannya pada penelitian yang dilakukan 

oleh saudari Anugrah Sahvitri H membahas mengenai implementasi 

pembiayaan KPR Syariah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yaitu 

adanya penetapan minimal penghasilan pemohon. Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang akad murabahah 

                                                             
13

 Anugerah Sahvitri H, Analisis Pembiayaan KPR Syariah terhadap Nasabah 

Berpenghasilan Rendah (Studi pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung 

Kedaton), (UIN Raden Intan Lampung: 2018) 
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bil wakalah yang ada pada pembiayaan KPR BRI Syariah IB. Persamaan 

yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Anugrah 

Sahvitri H dengan penulis adalah pada pembiayaan KPR dan tempat 

penelitian yang dilakukan oleh penulis 

Pemaparan di atas telah menjelaskan persamaan dan perbedaan antara 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan penulis yang 

berjudul Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan KPR 

BRISyariahiB. (Studi Kasus BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton) dapat 

dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan merupakan duplikasi dari 

penelitian-penelitian sebelumnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Murabahah Bil Wakalah 

1. Murabahah 

a. Pengertian Murabahah 

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang artinya suatu 

bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan 

barang yang akan diperjual belikan, yaitu meliputi harga barang, biaya-

biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut,dan 

besarnya keuntungan (margin) yang diinginkan.
1
 Murabahah 

merupakan kegiatan jual beli barang dengan harga asal kemudian 

ditambhakan dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam 

murabahah ini pihak penjual harus terlebih dahulu memberi tahu harga 

barang yang telah ia beli kemudian menentukan banyaknya 

keuntungan sebagai tambahannya.
2
 

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana si 

penjual menyebutkan harga barang yang sesungguhnya kepada si 

pembeli, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan mensyaratkan 

keuntungan yang diinginkan oleh si penjual dengan jumlah tertentu. 

                                                             
1
 Ascaraya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali, 2013) 81-82 

2
 Muhammad Syafi‟I Antoni, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 

2001) 101 
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Maksudnya adalah si penjual menjual barangnya dengan meminta 

kelebihan dari harga beli dengan harga jual.
3
 

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan 

harga yang telah disepakati antara pihak penjual dengan pembeli, dan 

sebelumnya pihak penjual telah menyebutkan harga yang sebenarnya 

dengan besaranya perolehan atas barang tersebut, kemudian besarnya 

keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut.
4
 Murabahah menurut 

Fatwa DSN MUI No. 4 tahun 2000 ialah menjual suatu barang dengan 

dengan menegaskan harga belinya, kepada pembeli dan pembeli 

membelinya dengan harga lebih sebagai laba.
5
 

Jadi, murabahah adalah jual beli dimana si penjual mengambil 

keuntungan  dari barang yang dijualnya dan pihak pembeli mengetahui 

harga awal barang tersebut. 

b. Dasar Hukum Murabahah 

Murabahah jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara 

umum diperbolehkan, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli 

murabahah berdasarkan ayat-ayat  jual beli diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275: 

 واوُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّب  وَاَحَلَّ اللّ  

                                                             
3
 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2013), 138 

4
 Imam  Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 66  

5
 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah 
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Artinya: “Allah telah menghalalka jual beli dan 

mengharamka riba”. (QS. Al-Baqarah : 275).
6
 

 

2) Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29: 

انَْ تَكُوْنَ  ا امَْوَالَ كُمْ بَ ي ْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ اِلََّ  مَنُ وْا لََ تأَْكُلُوْ   ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ ا  ي   
وَ كَانَ بِكُمْ اِنَّ اللّ    ا انَْ فُسَكُمْ لََ تَ قْتُ لُوْ  وَ   ۙ  راَضٍ مِّنْكُمْ تَِِارَةً عَنْ ت َ 

 رَحِيْمًا
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-

Nisa‟ : 29).
7
 

 

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli murabahah 

diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Dalam ayat di 

atas secara umum Allah berfirman menghalalkan jual beli, akan 

tetapi ketika mengharamkan Allah secara khusus menyebut riba. 

Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih 

banyak dibandingkan dengan jual beli yang diharamkan.    

3) Hadis Riwayat Ibnu Majah: 

فِيْهِنَّ الْبَ ركََةُ: الَْبَ يْعُ  أنََّ النَّبَِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَآلوِِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ثَلَاث  
إِلََ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُ رِّ باِلشَّعِيِْْ للِْبَ يْتِ لََ للِْبَ يْعِ )رواه 

 ابن ماجو عن صهيب(
 

Artinya: “Nabi bersabda, „Ada tiga hal yang mengandung 

berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 

                                                             
6
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al-Kamal, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 

2012), 36 
7
 Ibid., 65 
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mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah 

tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).
8
 

 

Berdasarkan firman Allah dan Hadis di atas jelas bahwa jual 

beli murabahah itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi selama 

transaksi jual beli tersebut dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, dan 

juga jelas bahwa riba itu diharamkan.
9
 Hukum jual beli murabahah 

adalah boleh berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Maksudnya jual beli murabahah ini diperbolehkan apabila syarat dan 

rukunnya telah terpenuhi.
10

  

Jadi, jual beli murabahah berdasarkan firman Allah dan Hadis 

di atas di halalkan selama transaksi dalam jual beli tersebut tidak 

mengandung unsur riba dan diperbolehkan apabila memenuhi rukun 

dan syarat dari jual beli murabahah tersebut.  

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah 

1) Rukun Jual Beli Murabahah 

Rukun jual beli murabahah pada umumnya sama dengan 

jual beli biasanya yaitu: 

a) Pelaku Akad, terdiri dari dua pihak yaitu ba’i (penjual) dan 

musytari (penjual). Ba’i (penjual)  yaitu pihak yang memiliki 

barang untuk dijual, sedangkan musytari (penjual) adalah pihak 

yang memerlukan dan akan membeli barang. 

                                                             
8
 Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 194 

9
 Ismail, Perbankan Syariah., 136 

10
 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah., 71 
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b) Objek Akad, adalah mabi’ (barang dagangan) yang akan 

digunakan sebagai objek transaksi jual beli, objek ini harus ada 

fisiknya.  

c) Harga, setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas 

harga jual yang disepakati antara pihak penjual dan pihak 

pembeli. 

d) Sighah, yaitu ijab dan kabul merupakan kesepakatan 

penyerahan barang dan penerimaan barang yang 

diperjualbelikan.
11

 

Jual beli murabahah dikatakan sah apabila rukun jual 

beli murabahah di atas terpenuhi, karena rukun jual beli 

murabahah sama dengan jual beli pada umumnya pada 

umumnya.   

2) Syarat Jual Beli Murabahah 

a) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam 

keadaan terpaksa. 

b) Barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang halal, 

jelas ukuranya, jenisnya dan jumlahnya. 

c) Harga barang harus dijelaskan secara transparan (harga pokok 

dan keuntungan yang diperoleh), dan mekanisme pembayaran 

disebutkan dengan jelas. 

                                                             
11

 Ismail, Perbankan Syariah., 137 
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d) Serah terima dalam ijab kabul dinyatakan dengan jelas dan 

menyebutkan secara spesifik oleh pihak-pihak yang berakad.
12

  

Jual beli murabahah hukumnya sah apabila telah 

memenuhi rukun dan syarat yang berlaku sesuai dengan 

penjelasan di atas. Yaitu dengan memenuhi rukun jual beli 

harus ada pelaku akad, objek akad, harga, dan sighah. 

Kemudian syarat dalam jual beli murabahah ini yaitu para 

pelaku akad harus cakap hukum dan tidak ada unsur paksaan, 

lalu barang yang menjadi objek jualbeli adalah barang yang 

halal, harga barang harus disebutkan secara transparan, dan ijab 

kabul dinyatakan dengan jelas. 

d. Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Aplikasi murabahah dalam perbankan syariah dimana bank 

merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli atau sebaliknya. 

Jadi, pada saat bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli, 

maka bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan 

membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah 

dengan harga yang lebih tinggi setelah ditambahkan dengan 

keuntungan bank yang telah disepakati oleh kedua pihak. Pembayaran 

dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh 

                                                             
12

 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah., 72  
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tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu 

yang disepakati.
13

 

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya 

didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli dan biaya yang 

terkait dengan laba yang akan diperoleh oleh lembaga. Ciri dasar akad 

murabahah dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: 

1) Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya yang terkait dengan 

harga asli barang, kemudian laba yang diperoleh oleh pihak 

lembaga harus ditetspkan dalam bentuk presentase dari total harga 

ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.  

2) Apa yang dijual adalah barang yang dibayar dengan uang. 

3) Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual 

(lembaga), dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut 

kepada pembeli. 

4) Pembayaran yang ditangguhkan, dimana pembeli hanya membayar 

uang muka yang nominalnya telah ditentukan dan disepakati 

bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.
14

 

2. Wakalah 

a. Pengertian Wakalah 

Wakalah atau wakilah adalah penyerahan atau pendelegasian 

atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Kemudian 

mandat yang telah diberikan harus dilakukan sesuai dengan yang telah 

                                                             
13

 Ismail, Perbankan Syariah., 138 
14

  Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah., 81 
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disepakati oleh si pemberi mandat.
15

 Wakalah atau biasa disebut 

perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) 

kepada orang lain (wakil) dalam suatu hal yang boleh diwakilkan.
16

 

Wakalah merupakan akad antara dua pihak dimana satu pihak 

menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat 

kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan mandat yang telah 

diberikan sesuai dengan permintaan pihak yang mewakilkan. Al-

Wakalah juga dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang 

kepada orang lain dalam menjalankan amanat yang telah diberikan.
17

 

Jadi seorang wakil yang memperoleh amanat, sepenuhnya 

menjalankan kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilkan. 

Maksudnya perwakilan dalam wakalah mencakup penerimaan hak dan 

kewajiban. 

b. Dasar Hukum Wakalah 

Landasan syariah dalam transaksi wakalah dapat dilihat dari 

Al-Qur‟an antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Firman Allah dalam Surat Al-Kahfi Ayat 19:
18

 

ى طَعَامًا ازَكْ   ذِه اِلََ الْمَدِيْ نَةِ فَ لْيَ نْظُرْ ايَ ُّهَا  ا اَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ ى  فاَبْ عَثُ وْ  
 فَ لْيَأْتِكُمْ بِرزِْقٍ مِّنْوُ وَلْيَتَ لَطَّفْ وَلََ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi 

ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia 

lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian 

                                                             
15

 Kasmir, Dasar-dasar perbankan., 253 
16

 Ascaraya, Akad dan Produk., 105 
17

 Ismail, Perbankan Syariah., 193  
18

 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya., 236 
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makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut 

dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”. 

(QS. Al-Kahfi : 19). 

2) Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 35: 

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثُ وْا حَكَمًا مِّنْ اىَْلِو وَحَكَمًا مِّنْ 
نَ هُمَا اِصْلَاحًا ي ُّوَفِّ قِ اللّ   اىَْلِهَا اِنْ يُّريِْدَا    وَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِي ْراًاِنَّ اللّ  وُ بَ ي ْ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan 

antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga 

laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika 

keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, 

Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahu”. (QSs. An-Nisa : 

35).
19

  

 

3) Firman Allah dalam Surat Yusuf Ayat 93: 

 وَجْوِ اَبِْ يأَْتِ بَصِي ْراًى ذَا فاَلَْقُوْهُ عَل  اِذْىَبُ وْا  بِقَمِيْصِيْ ى  
Artinya: “Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu 

usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali”. (QS. 

Yusuf : 93).
20

 

 

Ayat-ayat di atas memang tidak menjelaskan wakalah secara 

langsung, akan tetapi apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat di 

atas adalah terkait masalah wakalah. Lafaz-lafaz yang berupa kata 

perintah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ada perwakilan atau 

wakalah.
21

   

Selain itu, Rasulullah Saw. pernah mewakilkan Amr bin 

Umayyah untuk menikahkan Umi Hbibah binti Abu Sufyan. Lalu 
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Rasulullah juga pernah mewakilkan kepada Hakim bin Hizam untuk 

membeli hewan kurban dan mewakilkan kepada Al-Bariqi untuk 

membeli seekor kambing. 

c. Rukun dan Syarat Wakalah 

1) Syarat-syarat muwakil (yang mewakilkan), adalah: 

a) Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap 

sesuai yang ia wakilkan. 

b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas 

tertentu, yakni dalam hal-hal yang bemanfaat baginya seperti 

mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan 

sebagainya. 

2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 

a) Cakap hukum 

b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya 

c) Wakil adalah orang yang diberi amanat. 

3) Hal-hal yang diwakilkan 

a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili 

b) Tidak bertentangan dengan syariat islam 

c) Dapat diwakilkan menurut syariah islam.
22

 

4) Syarat Sighah (ijab dan kabul) 

a) Wakalah harus dengan ucapan, tulisan, atau perbuatan yang 

menunjukkan adanya kerelaan untuk mewakilkan. 
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b) Sighah tidak terikat dan terbatas oleh syarat. Persyaratan ini 

dikemukakan oleh kalangan Syafi‟iyyah.
23

 

3. Murabahah Bil Wakalah 

a. Pengertian Murabahah Bil Wakalah 

Murabahah diartikan sebagai penjualan barang seharga biaya 

pokok, kemudian barang tersebut ditambah dengan mark-up atau 

margin keuntungan yang telah disepakati. Murabahah ini terlaksana 

antara penjual dan pembeli berdasarkan dengan harga barang , lalu 

harga asli barang pembelian yang akan dijual diketahui oleh pembeli 

dan keuntungan penjualanpun diberitahukan kepada pembeli tersebut. 

Objek murabahah tersebut juga harus jelas bahwa objek tersebut 

sepenuhnya milik bank.   

Pembelian objek murabahah dilakukan oleh nasabah sebagai 

wakil dari pihak bank dengan akad wakalah atau perwakilan. Setelah 

akad wakalah dilakukan dimana nasabah tersebut bertindak atas nama 

bank untuk melakukan pembelian objek murabahah tersebut. Setelah 

itu akad wakalah antara pihak bank dan nasabah selesai, dan objek 

murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank. 

Kemudian terjadi akad kedua antara pihak bank dengan nasabah yaitu 

akad murabahah. 

Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah 

biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah ini maksudmya 
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dimana nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari 

dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh 

nasabah.
24

 Murabahah Bil Wakalah menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jika bank mewakilkan 

kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad 

jual beli harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi 

milik bank. Oleh karena itu, terjadi akad wakalah terlebih dulu 

sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat 

nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pihak bank , 

kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank maka terjadi akad 

murabahah.
25

 

Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli dimana pihak 

bank mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah 

produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian nasabah 

memberikannya kepada pihak bank. Setelah barang tersebut di miliki 

pihak bank dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak bank 

menentukan margin yang diinginkan serta jangka waktu pengembalian 

yang akan disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Sesuai dengan 

ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah dapat 

dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah 
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sepenuhnya sudah milik bank, kemudian setelah barang tersebut 

dimiliki oleh pihak bank maka akad murabahah dapat dilakukan.
26

 

Jadi, murabahah bil wakalah adalah jual beli antara pihak bank 

dengan nasabah, dimana pihak bank mewakilkan pembeliannya kepada 

nasabah, dan setelah nasabah membeli barang yang diinginkannya 

kemudian nasabah menyerahkannya kepada pihak bank agar akad 

wakalah selesai, dan dapat melakukan akad yang selanjutnya yaitu 

murabahah. 

b. Rukun Murabahah bil Wakalah 

Rukun murabahah bil wakalah sama dengan akad murabahah, 

namun perbedaan dalam akad murabahah bil wakalah terdapat dua 

akad yaitu akad murabahah dan akad wakalah, jadi terdapat wakil 

dalam pembelian barangnya. 

1) Penjual (ba’i)  

2) Pembeli (musytary)  

3) Barang yang dibeli  

4) Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara 

jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua 

belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan 

keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.  

5) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa 

kepada pihak lain.  
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6) Taukil atau objek akad 

7) Shigat atau ijab dan Qabul  

c. Syarat Murabahah Bil Wakalah 

1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis 

2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah 

3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah 

ditetapkan 

4) Kontrak harus bebas dari riba  

5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas 

barang sesudah pembelian  

6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara 

utang  

7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada 

nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah bil 

wakalah 

8) Tidak bertentangan dengan syariat islam.
27

 

d. Aplikasi Murabahah Bil Wakalah dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Aplikasi murabahah dalam lembaga keuangan syariah 

biasanya disertai dengan akad wakalah, dimana nasabah wakil dari 

lembaga keuangan syariah untuk mencari dan membeli barang yang 
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sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah.
28

 Pembiayaan 

dengan akad murabahah bil wakalah dimana sebelum barang menjadi 

milik bank, maka akad murabahah tidak sesuai dengan konsep fiqh, 

hal ini disebabkan karena barang yang diperjualbelikan belum 

sepenuhnya menjadi milik bank, akan tetapi keuntungan dari barang 

yang diperjualbelikan sudah ditetapkan.
29

 

Aplikasi teknis pembiayaan murabahah dengan akad wakalah 

adalah sebagai berikut: 

1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana 

jual beli yang akan dilakukan. 

2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana 

bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, akan tetapi 

disini pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 

objek barang atas nama bank dengan terlebih dahulu melakukan 

konfirmasi membeli kepada supplier. 

3) Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank. 

4) Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen 

kepemilikan barang tersebut. 

5) Nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada bank, dan 

kemudian melakukan pembayaran secara tunai maupun 

angsuran.
30
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B. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 

1. Pengertian Kredit Pepemilikan Rumah (KPR) 

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah cara untuk mencicil rumah 

atau keperluan konsumtif lainnya dengan menjaminkan rumah yang akan 

dimiliki dengan skema biaya hingga 90% dari harga rumah. Keuntungan 

dari KPR ini salah satunya adalah dengan mengajukan KPR secara tidak 

langsung karena tidak perlu lagi menabung untuk membeli rumah karena 

sekarang pembiayaan KPR bisa dilakukan dengan cara mencicil yang 

dapat memudahkan dalam pembayarannya.
31

 KPR adalah suatu fasilitas 

kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah  perorangan 

yang akan membeli atau merenovasi rumah.
32

 

2. Jenis Pembiayaan KPR 

Pembiayaan KPR sangat membantu masyarakat yang ingin 

memiliki rumah dengan dana terbatas. Pembiayaan KPR memiliki 3 jenis, 

antara lain: 

a. KPR Subsidi 

KPR subsidi merupakan fasilitas dari pemerintah yang 

disalurkan melalui bank-bank. Keunggulan dari KPR subsidi adalah 

uang muka dan bunganya lebih rendah dari KPR non subsidi. Akan 

tetapi, KPR bersubsidi ini hanya diperuntukan kepada masyarakat 

yang berpenghasilan rendah dan belum mempunyai rumah. Namun 
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kekurangan dari KPR bersubsidi ini adalah lokasi perumahan nya 

sangat terpencil dan sulit untuk diakses, karena harga rumah yang 

menggunakan KPR bersubsidi ini maksimal Rp 120 juta. 

b. KPR Konvensional atau KPR Non-Subsidi 

KPR Konvensional disediakan oleh hampir seluruh bank, 

dengan persyaratan dan bunga yang berbeda-beda. KPR konvensional 

ini merupakan jenis perumahan yang pendanaannya tidak di subsidi 

oleh pihak pemerintah, maka pihak bank denda yang cukup besar 

apabila nasabahnya terlambat atau menunggak cicilannya. Jangka 

waktu pinjaman KPR konvensional ini berkisar hingga 25 tahun. 

c. KPR Syariah 

KPR Syariah merupakan jenis KPR yang juga banyak diminati 

oleh masyarakat, Karena KPR syariah ini menggunakan prinsip jual-

beli (murabahah) atau kerjasama sewa (musyarakah mutanaqishah). 

KPR syariah ini jumlah cicilannya tetap, karena tidak mengenal 

adanya bunga , akan tetapi harga rumah yang harus dibayarkan sudah 

ditambahkan dengan keuntungan yang akan diambil bank yang 

sebelumnya sudah ketahui oleh nasabah dan disepakati bersama. Jadi, 

nasabah tinggal mencicil kepada bank, dan jangka waktu pinjaman 

KPR syariah ini hingga 15 tahun.
33
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan 

pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
1
 Dari 

definisi tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dimana peneliti ke lapangan untuk meneliti secara intensif, 

terperinci, dan mendalam. Penelitian ini dilakukan di BRISyariah KC 

Bandar Lampung Kedaton karena penulis tertarik untuk meneliti tentang 

akad murabahah yang ada pada pembiayaan KPR BRISyariah iB yang ada 

di bank tersebut.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan 

variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi).
2
 Penelitian deskriptif 

berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau 

membedakannya dengan fenomena yang lain. Data yang dihasilkan dari 

penelitian ini yaitu data kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan 
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tentang Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan 

KPR BRISyariah iB, (Studi Kasus BRISyariah KC Bandar Lampung 

Kedaton). 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data pertama dimana 

sebuah data dihasilkan.
3
 Sumber data primer dalam proposal 

menghasilkan data dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

empat orang Account Officer (Marketing), satu orang Financing 

Administration, dan lima orang nasabah di Bank BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang sudah tersedia  

sehingga tinggal mencari dan mengumpulkanya, data sekunder dapat 

diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia.
4
 Sumber 

data sekunder ini merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari 

sumber kedua berupa keterangan atau fakta yang diperoleh peneliti dari 

literatur, arsip-arsip, perundang-undangan, fatwa-fatwa tentang 
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murabahah dan wakalah, dokumen resmi tentang KPR yang berhubungan 

dengan judul penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode 

sebagai berikut:  

1. Wawancara (Interview)  

Wawancara merupakan  metode  pengumpulan  data  dengan  jalan  

tanya  jawab  sepihak  yang  dikerjakan  secara  sistematik  dan  

berlandaskan  kepada  tujuan  penyelidikan.
5
 Penelitian ini menggunakan 

wawancara semiterstruktur, maksudnya wawancaranya dilakukan lebih 

bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, karena dalam 

wawancara ini pihak yang diwawancarai dimintai pendapat dan ide-

idenya.
6
 Peneliti sebelumnya telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan 

dan langsung mengajukan pertanyaan tersebut kepada Ibu Neva Fadhilah, 

Ibu Dyah Ayu Widyanitha, Ibu Evi Valentina dan Bapak Zainal Febiyanto 

sebagai Accounting Officer (Marketing), Ibu Tuti Widiastuti sebagai 

Financing Administration, dan kepada lima orang nasabah yaitu Bapak 

Rosyad, Ibu Warniti, Ibu Dea, Bapak Zaqi dan Bapak Bowok selaku 

nasabah pembiayaan KPR Bank BRISyariah KC Bandar Lampung 

Kedaton. 
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2. Dokumentasi   

Dokumentasi yaitu  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  

variabel  yang  berupa  catatan  atau  transkip, buku, surat  kabar, majalah, 

prasasti, notulen  rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan 

masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara 

teoritis.
7
 

D. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara 

bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, menemukan apa yang dapat diceritakan.
8
 Teknik analisis 

data kualitatif menghasilkan data deskriptif, sumber data yang diperoleh 

berupa penjabaran ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.
9
 

Analisis data kualitatif juga menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara 

berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa 

konkrit kemudian dari fakta atau  peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. 

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti 

menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data  

tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif berdasarkan dari 

informasi tentang Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada 

Pembiayaan KPR BRISyariah iB, (Studi Kasus BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton).  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Umum BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton 

1. Sejarah Pendirian Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton 

Berawal dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap 

Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian di ikuti 

dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan 

usaha Jasa Arta dari Bank umum Konvensional menjadi Bank umum 

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah pada 

tanggal 16 Oktober 2008, maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi 

nama PT. Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI 

Syariah) pada tanggal 17 November 2008. 

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung 

hubungan Bank dengan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 

selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu 

Bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan 

dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan 

masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. 

Kehadiran PT. BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan 

nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo 

perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 

masyarakat terhadap sebuah Bank modern yang mampu melayani 

masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan 
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merupakan turunan warna biru dan putih sebagai benang merah dengan 

brand PT. Bank Syariah. 

Aktivitas PT. Bank BRIsyariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. 

Bank BRIsyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 

Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir 

selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan 

Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRIsyariah.  

Saat ini PT. Bank BRIsyariah menjadi bank syariah ketiga 

terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRIsyariah tumbuh dengan pesat 

baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. 

Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRIsyariah 

menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai 

ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. 

Bank BRIsyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam 

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.
1
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2. Struktural  Organisasi Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung 

Kedaton 

Pelaksanaan operasional dan pengelolaan kegiatannya di Bank 

BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton untuk mempermudah dan 

memperlancar kegiatan perbankan, diperlukan adanya struktur organisasi 

yang telah dilakukan pembagian tugas pada masing-masing setiap 

jabatan yang diterima oleh para karyawan. Hal ini ditunjukan agar 

pelaksanaan pekerjaan lebih sistematis dan administratif demi kemajuan 

dan kelancaran operasional Bank Syariah. 

Struktur organisasi Bank BRISyariah KC Bandar Lampung 

Kedaton dapat dilihat di lampiran. 

3. Produk Pembiayaan KPR BRISyariah IB di BRI Syariah KC 

Bandar Lampung Kedaton 

KPR Sejahtera adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

(KPR iB) yang diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah 

dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 

dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang 

(developer). 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah 

dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh 
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Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 

Kementerian Perumahan Rakyat melalui Lembaga Perbankan.
2
 

a. Kelompok sasaran atau target nasabah KPR Sejahtera adalah: 

1) Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah 

Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan 

tetap (Fixed Income Earner) paling banyak Rp.4.000.000,- 

(Empat Juta Rupiah) per bulan. 

2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah 

gaji/upah pokok pemohon per bulan. 

3) Penghasilan tetap (Fixed Income Earner) yaitu 

Pegawai/karyawan pada saat pengajuan dengan status tetap 

(dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan 

atau berdasarkan SK pengangkatan/perubahan) dari 

perusahaan/institusi yang memiliki reputasi yang baik dengan 

total masa kerja minimal 2 (dua) tahun. 

4) Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat dibiayai 

dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun dan sudah menjalani 

Latihan Pra Jabatan (LPJ). 

5) Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud 

pada angka (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  

a) Pemohon dan Pasangan Belum pernah memiliki 

rumah/hunian baik yang perolehannya melalui pembiayaan 
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perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang 

dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani 

RT/RW setempat/Instansi tempat bekerja (lampiran 5).  

b) Pemohon dan Pasangan Belum pernah menerima subsidi 

perumahan. 

c) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi. 

d) Menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 

b. Fitur KPR Sejahtera BRISyariah iB : 

1) Menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dengan akad 

murabahah bil wakalah. 

2) Jangka Waktu maksimal 15 tahun. 

3) Cicilan tetap dan ringan selama jangka waktu Rp. 7000-an/bulan 

untuk kelipatan pembiayaan Rp. 1.000.000. 

4) Uang muka ringan hanya 5% dari harga rumah. 

5) Margin pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah 

setara dengan 5% (lima persen) pertahun dengan metode 

perhitungan annuitas. 

c. Persyaratan Dokumen Kelengkapan Pemohon : 

1) KTP Pemohon 

2) KTP Pasangan (bila telah menikah) 

3) Kartu Keluarga 

4) Surat Nikah (bila telah menikah) 

5) NPWP Pribadi 



38 

 

 

6) SPT PPH 21 dan Surat Pernyataan Penghasilan (lamp 3) 

7) Surat Keterangan Pekerjaan / SK Pengangkatan / SK Terakhir 

8) Surat Keterangan Penghasilan / Slip Gaji min 1 bulan 

9) Copy Rekening Payroll calon nasabah min 1 bulan (bila 

pembayaran gaji melalui transfer bank) 

10) Surat Pemesanan Rumah (SPR) 

11) Surat Pernyataan Nasabah (Lampiran 4) 

12) Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
3
 

 

B. Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan KPR 

Brisyariah IB 

KPR adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang 

diterbitkan Bank BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan 

bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah 

sejahtera yang dibeli dari pengembang (developer).  

Calon nasabah akan melalui beberapa tahapan mekanisme dan prosedur 

yang telah ditetapkan oleh pihak bank sebelum pembiayaan KPR tersebut 

disetujui. Berikut adalah mekanisme dan prosedur pembiayaan KPR, antara 

lain: 

1. Calon nasabah datang ke BRI Syariah (Account Officer) mengajukan 

pembiayaan KPR, selanjutnya yaitu wawancara dengan pihak bank 

mengenai niatan nasabah dalam memilih pembiayaan KPR. Kemudian 
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pihak bank akan menilai kepribadian dan kapabilitas nasabahnya dalam 

melunasi utang KPR sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

Setelah itu antara BRI Syariah (Account Officer) dengan nasabah 

melakukan negoisasi dan kesepakatan awal. Dalam hal ini pihak BRI 

Syariah (Account Officer) menjelaskan hal yang terkait transaksi 

murabahah seperti harga rumah, margin keuntungan, rincian angsuran, 

tenor pembiayaan, spesifikasi barang (rumah) dan uang muka yang saat ini 

untuk ketentuan uang muka pada BRI Syariah. 

2. Jika permohonan disetujui, dalam hal ini pihak bank menggunakan akad 

wakalah terlebih dahulu yaitu pihak bank memberikan kuasa (wakalah) 

kepada nasabah untuk membelikan rumah sesuai perjanjian, dimana pihak 

BRI Syariah akan memberikan penyediaan dana di rekening tabungan atas 

nama nasabah untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian rumah ke 

Developer. 

3. Nasabah membeli rumah kepada Developer sebagai wakil dari BRI 

Syariah.  

4. Setelah nasabah menemukan rumah yang diinginkan maka nasabah harus 

memberitahu kepada pihak bank perumahan mana yang akan dibelinya 

dengan membawa surat penawaran dari developer terlebih dahulu yang 

nantinya akan diperiksa oleh pihak bank apakah perumahan tersebut sudah 

sesuai atau belum dengan ketentuan rumah subsidi. Apabila rumah 

tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pihak bank 

akan menyetujui pembiayaan tersebut. 
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5. Jika calon nasabah layak diberikan pembiayaan tersebut, maka bank dan 

calon nasabah melakukan akad murabahah. Kemudian nasabah akan 

membayar rumah tersebut dengan harga pokok ditambah dengan margin 

yang telah disepakati secara angsuran.
4
 

Menurut hasil penelitian yang peneliti lakukan di Bank BRI Syariah KC 

Bandar Lampung Kedaton penelititi melakukan wawancara dengan salah satu 

Account Officer yang bernama Ibu Nefa Fadhilah, yang melayani nasabah 

KPR di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton beliau mengatakan bahwa 

dalam pembiayaan KPR ini bisa menggunakan akad murabahah, istishna, 

musyarakah mutanaqishah, dan ijarah muntahia bittamlik. Namun umumnya 

menggunakan prinsip murabahah dengan akad murabahah bil wakalah. Karena 

dalam pembiayaan KPR ini bank tidak melakukan murabahah murni, karena 

bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah.
5
 

Ibu Evi Valentina selaku Account Officer di BRI Syariah KC Bandar 

Lampung Kedaton juga mengatakan bahwa pada pembiayaan KPR ini yang 

melakukan pembayaran kepada Developer itu adalah nasabahnya, karena 

dalam pembiayaan tersebut nasabahlah yang melakukan pembelian rumah 

kepada pihak Developer, jadi nasabahlah yang membayarkannya. Namun 

karena bank yang menjadi wakil dari nasabah, jadi bank yang melunasi 

pembiayaan tersebut kepada Developer, dan kemudian nasabah membayar ke 

bank dengan cara mengangsurnya.
6
 

                                                             
4
 Dyah Ayu Widyanitha, Account Officer (AO), Wawancara, Bandar Lampung, 17 April 

2020 
5
 Nefa Fadhilah, Account Officer (AO), Wawancara, Bandar Lampung, 04 Juni 2020 

6
 Evi Valentina, Account Officer (AO), Wawancara, Bandar Lampung, 17 April 2020 
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KPR BRISyariah iB adalah produk pembiayaan yang ada di Bank BRI 

Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sejak tahun 2013 dan menjadi 

peringkat kedua dengan nasabah terbanyak sebagai bank penyalur rumah 

subsidi. Karena di Bank BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton pada 

setiap tahunnya jumlah nasabah KPR selalu mengalami peningkatan.
7
 

Pihak bank sebelumnya telah melakukan kerja sama dengan beberapa 

Developer, kerjasama disini terjadi karena sebelumnya pihak developer telah 

melakukan pembiayaan kepada bank, atau lebih jelasnya pihak bank lah yang 

membiayai pembangunan perumahan tersebut, sehingga pihak bank pun bisa 

menawarkan perumahan yang akan diambil oleh nasabah ketika nasabah 

tersebut belum memiliki referensi perumahan yanng akan diambilnya. Hal 

tersebut membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan pihak bank kepada 

nasabah sudah tidak perlu diragukan lagi karena BRI Syariah telah 

memberikan pelayanan yang telah memenuhi standar kualitas dan kepuasan 

nasabah. Pelayanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah inilah yang 

membuat nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan di BRI Syariah 

terkhusus pada pembiayaan KPR. Kemudian karena kebutuhan nasabah untuk 

memiliki rumah, agama, lokasi, dan promosi yang dilakukan oleh bank BRI 

Syariah yang membuat nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan KPR di 

Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton. Kemudian pada saat 

dilakukannya akad, akad wakalah dan akad murabahah dilakukan dalam satu 

waktu di hari yang sama, hal tersebut dilakukan pihak bank untuk 

                                                             
7
 Zainal Febiyanto, Account Officer (AO), Wawancara, Bandar Lampung, 17 April 2020 
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memudahkan nasabah agar proses pembiayaan KPR tidak membutuhkan 

waktu lama dan mempercepat proses pembiayaan tersebut.
8
 

Dalam pembiayaan KPR BRI Syariah iB sebelumnya berkas-berkas 

yang telah diajukan oleh nasabah kepada bank akan diperiksa terlebih dahulu 

oleh tim Financing Support untuk menentukan pembiayaan tersebut diterima 

atau tidaknya. Financing Support Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung 

Kedaton Ibu Tuti Widiastuti mengatakan bahwa yang menentukan 

pembiayaan KPR tersebut diterima atau tidaknya yaitu pada kelengkapan 

dokumen nasabahnya, dan kemudian dilakukan pemeriksaan seperti BI 

Cheking calon nasabah untuk mengetahui nasabah tersebut memiliki 

pembiayaan di bank lain atau tidak, apakah pembayarannya lancar atau tidak. 

Beliau juga melakukan pemeriksaan atau penilaian jaminan, kemudian 

memeriksa slip gaji calon nasabah.
9
  

Menurut bapak Rosyad dan Ibu Warniti seorang nasabah yang 

melakukan pembiayaan KPR mengatakan bahwa beliau lebih memilih 

pembiayaan KPR di BRI Syariah karena keyakinannya bahwa Bank BRI 

Syariah mampu membantunya dalam mewujudkan keinginannya untuk 

memiliki rumah. Beliau juga mengatakan bahwa faktor internal yang 

membuatnya ingin melakukan pembiayaan KPR di bank BRI Syariah karena 

beliau tau bahwa di bank konvensional menggunakan bunga yang 

mengandung unsur riba dan di dalam islam riba itu tidak diperbolehkan, 

                                                             
8
 Dyah Ayu Widyanitha, Account Officer (AO)  

9
 Tuti Widiastuti, Financing Administration, Wawancara, Bandar Lampung, 17 April 2020  
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kemudian di bank konvensional juga bunganya berlipat ganda. Oleh karena itu 

beliau lebih memilih pembiayaan KPR di Bank BRI Syariah.
10

 

Menurut bapak Zaqi Arista dan Bapak Bowok nasabah yang melakukan 

pembiayaan KPR beliau mengatakan bahwa dalam pemilihan perumahannya 

beliau mendapatkan rekomendasi dari pihak bank, karena memang 

sebelumnya beliau belum memiliki pilihan perumahan mana yang akan 

diambilnya. Dan kemudian pihak bank pun memberikan rekomendasi 

perumahan yang telah bekerja sama dengan pihak bank yang lokasinya juga 

strategis dengan tempat kerja calon nasabah. Zaqi Arista dan Bapak Bowok 

melakukan pembiayaan KPR karena beliau mengatakan bahwa jarak lokasi 

tempat bekerja dengan rumahnya cukup jauh, dan beliau melakukan 

pembiayaan KPR untuk hunian masa depan karena lokasinya juga cukup 

strategis.
11

 Sedangkan menurut Bapak Naela Rosyad dan Ibu Warniti 

mengatakan bahwa beliau memilih sendiri perumahan yang akan diambilnya, 

karena menurutnya lokasi perumahan yang dipilihnya cukup strategis jaraknya 

dengan tempat kerjanya.
12

 

Menurut Ibu Dea Aprilinda Putri seorang nasabah yang melakukan 

pembiayaan KPR di BRI Syariah beliau setuju dengan akad yang diterapkan 

oleh bank BRI Syariah, karena dengan akad murabahah bil wakalah tersebut 

dianggap memudahkan beliau untuk memilih perumahan mana yang akan 

                                                             
10

 Rosyad dan  Warniti, Nasabah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, Wawancara, 

Bandar Lampung, 17 April 2020 
11

 Zaqi Arista dan Bowok, Nasabah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, 

Wawancara, Bandar Lampung, 17 April 2020 
12

 Rosyad dan  Warniti, Nasabah BRI Syariah  
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diambil sesuai dengan keinginan yang menurutnya lokasi perumahan tersebut 

strategis.
13

 

Menurut bapak Bowok nasabah pembiayaan KPR BRISyariah IB, 

beliau mengatakan bahwa keputusannya melakukan pembiayaan KPR 

BRISyariah IB di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton karena 

pelayanan di Bank BRI Syariah sangat baik dan prosesnya mudah serta tidak 

membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pembiayaan tersebut.
14

  

C. Analisis Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan 

KPR Brisyariah IB 

Dari hasil penelitian atau wawancara dengan Account Officer (AO) 

mengenai pembiayaan KPR BRI Syariah iB bisa dilakukan dengan beberapa 

akad seperti murabahah, istishna, musyarakah mutanaqishah, dan ijarah 

muntahia bittamlik. Namun umumnya pembiayaan KPR di BRI Syrariah ini  

menggunakan prinsip murabahah dengan akad murabahah bil wakalah. Dalam 

pembiayaan KPR ini bank tidak melakukan murabahah murni, karena bank 

mewakilkan pembeliannya kepada nasabah. Mekanisme dalam pembiayaan 

KPR BRI Syariah iB antara lain: 

1. Calon nasabah datang ke BRI Syariah (Account Officer) mengajukan 

pembiayaan KPR, selanjutnya yaitu wawancara dengan pihak bank 

mengenai niatan nasabah dalam memilih pembiayaan KPR. Kemudian 

pihak bank akan menilai kepribadian dan kapabilitas nasabahnya dalam 
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 Dea Aprilinda Putri, Nasabah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, Wawancara, 

Bandar Lampung, 17 April 2020 
14

 Bowok, Nasabah BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, Wawancara, Bandar 

Lampung, 17 April 2020 



45 

 

 

melunasi utang KPR sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

Setelah itu antara BRI Syariah (Account Officer) dengan nasabah 

melakukan negoisasi dan kesepakatan awal. Dalam hal ini pihak BRI 

Syariah (Account Officer) menjelaskan hal yang terkait transaksi 

murabahah seperti harga rumah, margin keuntungan, rincian angsuran, 

tenor pembiayaan, spesifikasi barang (rumah) dan uang muka yang saat ini 

untuk ketentuan uang muka pada BRI Syariah. 

2. Jika permohonan disetujui, dalam hal ini pihak bank menggunakan akad 

wakalah terlebih dahulu yaitu pihak bank memberikan kuasa (wakalah) 

kepada nasabah untuk membelikan rumah sesuai perjanjian, dimana pihak 

BRI Syariah akan memberikan penyediaan dana di rekening tabungan atas 

nama nasabah untuk selanjutnya digunakan untuk pembelian rumah ke 

Developer. 

3. Nasabah membeli rumah kepada Developer sebagai wakil dari BRI 

Syariah.  

4. Setelah nasabah menemukan rumah yang diinginkan maka nasabah harus 

memberitahu kepada pihak bank perumahan mana yang akan dibelinya 

dengan membawa surat penawaran dari developer terlebih dahulu yang 

nantinya akan diperiksa oleh pihak bank apakah perumahan tersebut sudah 

sesuai atau belum dengan ketentuan rumah subsidi. Apabila rumah tersebut 

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pihak bank akan 

menyetujui pembiayaan tersebut. 
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5. Jika calon nasabah layak diberikan pembiayaan tersebut, maka bank dan 

calon nasabah melakukan akad murabahah. Kemudian nasabah akan 

membayar rumah tersebut dengan harga pokok ditambah dengan margin 

yang telah disepakati secara angsuran. 

Dalam pembiayaan KPR BRISyariah iB ini pada saat pembelian rumah 

yang dibeli oleh nasabah, sebelumnya pihak bank telah mentransfer dana 

terlebih dahulu ke rekening nasabah yang kemudian dibayarkan atau di 

transfer kembali ke rekening developer. Jadi disini nasabahlah yang 

melakukan pembayaran kepada developer atas pemberian rumah tersebut.  

Pelayanan yang diberikan pihak bank kepada nasabah sudah tidak perlu 

diragukan lagi karena BRI Syariah telah memberikan pelayanan yang telah 

memenuhi standar kualitas dan kepuasan nasabah. Pelayanan yang diberikan 

pihak bank kepada nasabah inilah yang membuat nasabah tertarik untuk 

melakukan pembiayaan di BRI Syariah terkhusus pada pembiayaan KPR. 

Kemudian karena kebutuhan nasabah untuk memiliki rumah, agama, lokasi, 

dan promosi yang dilakukan oleh bank BRI Syariah yang membuat nasabah 

tertarik untuk melakukan pembiayaan KPR di Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung Kedaton. Hal ini membuat pembiayaan KPR BRISyariah iB 

menjadi produk pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung Kedaton sejak tahun 2013 dan menjadi peringkat kedua dengan 

nasabah terbanyak sebagai bank penyalur rumah subsidi. 

Murabahah Bil Wakalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk 
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membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah 

barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, terjadi 

akad wakalah terlebih dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah 

akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada 

pihak bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank maka terjadi 

akad murabahah. 

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad murabahah bil wakalah 

dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah 

sepenuhnya sudah milik bank, kemudian setelah barang tersebut dimiliki oleh 

pihak bank maka akad murabahah dapat dilakukan. Akan tetapi pada 

pembiayaan KPR BRISyariah IB yang ada di Bank BRI Syariah KC Bandar 

Lampung kedaton akad murabahah langsung terjadi sebelum akad wakalah 

tersebut berakhir atau rumah yang diperjual belikan tersebut secara prinsip 

belum menjadi milik bank. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa implementasi akad murabahah bil wakalah pada 

pembiayaan KPR BRISyariah IB kurang sesuai dengan teori yang ada, seperti 

hal nya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, 

Murabahah Bil Wakalah yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan 

setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, 

terjadi akad wakalah terlebih dulu sebelum akad murabahah karena akad 

wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang telah 

dibeli kepada pihak bank , kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank 

maka terjadi akad murabahah. Akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan 

KPR BRISyariah IB dimana bank mewakilkan pembeliannya kepada 

nasabah, namun rumah yang diperjual belikan yang seharusnya secara prinsip 

menjadi milik bank terlebih dahulu tetapi disini langsung terjadi akad 

murabahah sebelum rumah tersebut secara prinsip menjadi milik bank.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sebaiknya membaiki 

akad murabahah bil wakalah yaitu perumahan yang diperjualbelikan 
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seharusnya secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu agar sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 

2. Kepada nasabah KPR BRISyariah IB sebaiknya mengatahui secara jelas 

akad murabahah bil wakalah yang ada pada pembiayaan KPR BRISyariah 

IB di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton. 
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ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) 

 

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN 

KPR BRISYARIAH IB 

 (STUDI KASUS BRISYARIAH KC BANDAR LAMPUNG KEDATON) 

 
 
 

A. WAWANCARA 

1. Wawancara kepada Accounting Officer (Marketing) Bank BRISyariah KC 

Bandar Lampung Kedaton. 

DaftarPertanyaan: 

a. Bagaimana mekanisme akad pembiayaan murabahah bil wakalah dalam 

pembiayaan KPRBRISyariah IB? 

b. Mengapa dalam pembiayaan KPR BRISyariah IB ini menggunakan akad 

murabahah bil wakalah? 

c. Siapakah yang melakukan pembayaran kepada developer dalam 

pembiayaan KPR BRISyariah IB? 

d. Berapa jumlah nasabah pembiayaan KPR BRISyariah IB? apakah setiap 

tahunnya selalu meningkat? 

e. Apakah yang membuat nasabah tertarik dalam melakukan pembiayaan 

KPR BRISyariah IB? 

2. Wawancara kepada Financing Administration Bank BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton. 

Daftar pertanyaan: 

a. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam 

pembiayaan KPR BRISyariah IB? 

b. Apa saja yang menentukan pembiayaan KPR BRISyariah IB ini diterima 

atau tidaknya? 

c. Hal-hal apa saja yang diperiksa ketika memeriksa berkas-berkas KPR 

BRISyariah IB? 

3. Wawancara yang dilakukan kepada nasabah pembiayaan KPR Bank 

BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton. 

Daftar pertanyaan: 

a. Mengapa Bapak/Ibu memilih pembiayaan KPR BRISyariah IB? 



 

 

b. Apakah Bapak/Ibu memilih sendiri atau mendapat rekomendasi dari pihak 

bank untuk memilih perumahan yang akan diambil? 

c. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan akad yang diterapkan dalam pembiayaan 

KPR BRISyariah IB? 

d. Mengapa Bapak/Ibu memutuskan untuk melakukan pembiayaan KPR 

BRISyariah IB di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton? 

 

B. DOKUMENTASI 

1. Dokumentasi berupa sejarah, visi dan misi Bank BRISyariah KC Bandar 

Lampung Kedaton. 

2. Profil dan struktur organisasi Bank BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton.  

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

DOKUMENTASI 
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